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Abstrak
 

Pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup

signifikan. Perubahan demi perubahan telah menciptakan tatanan kehidupan politik baru yang cukup rumit

dan sulit untuk diperhitungkan. Kondisi ini membawa goncangan instabilitas politik, sosial, ekonomi sampai

kepada tataran akar rumput. Di tingkat lokal juga tidak kalah dahsyatnya, konflik demi konflik juga mulai

bermunculan baik yang bernuansa sosial maupun politik. Kesemuanya ini merupakan satu mata rantai yang

saling berkait. Oleh karena itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara komprehensif.

 

Relevan dengan hal di atas, penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang mengambil lokasi di Kota

Payakumbuh, berkenaan dengan konflik politik antara DPRD dengan walikota (1999 - 2001) dengan tujuan

ingin memaparkan sekelumit dari dampak perubahan yang terjadi. Adanya perubahan paradigma dalam

sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik secara tidak langsung turut memberikan andil

terhadap keberlangsungan konflik tersebut.

 

Tesis yang penulis susun ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih lokalistik namun

cukup menyita perhatian masyarakat. Diantara beberapa pokok pertanyaan yang akan penulis jawab tersebut

adalah : Kenapa terjadi konflik politik antara DPRD dengan walikota ? Bagaimana jenis konflik yang terjadi

serta upaya penyelesaiannya ?

 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, secara objektif

konflik ini disebabkan, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh walikota dalam wujud

pelanggaran prosedural administratif, penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran etika kelembagaan. Di lain

pihak juga ada perbedaan kepentingan antara DPRD yang menginginkan tegaknya wibawa kelembagaan

sebagai wakil rakyat, sementara itu walikota ingin melakukan terobosan-terobosan untuk akselerasi

pembangunan. Kedua, secara subjektif konflik ini dipicu oleh gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh

walikota, dinilai agak arogan. Kearoganaan yang ia tunjukan tampak dari sikap dan kebijakan yang diambil

tanpa mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

 

Akibat yang ditimbulkan oleh konflik antara DPRD dengan walikota, berpengaruh buruk terhadap

masyarakat sehingga masyarakat terpolarisasi menjadi kelompok yang pro dan kontra terhadap kedua

lembaga tersebut. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah konflik tersebut telah menyeret masyarakat ke

dalam domain politik yang cukup rumit dan dapat memecah belah masyarakat.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=73003&lokasi=lokal

